
LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON 

TAHUN : 2018 NOMOR: 12 

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON 

NOMOR 12 TAHUN 2018 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA CILEGON, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 1 1  ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon 

Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 

Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3685) ; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3828); 

4.Undang ...  
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 41028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

12. Peraturan . . .  
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

4785); 

Nomor 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972 ) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195_. 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

20. Peraturan .. . 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;  

21 .  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

28. Peraturan . . .  



Menetapkan 

28. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 ten tang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon 

(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 20 10 Nomor 5); 

29. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 

2010 Nomor 7); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON 

dan 

WALi KOTA CILEGON 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2019. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

2. Belanja 

Surplusj (Defisit) 

3. Pembiayaan 

Rp. 1.834.392.366.890 

Rp 1.998.030.587.784 

Rp. (163.638.220.894) 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan netto 

Sisa lebib pembiayaan anggaran 

tabun berkenaan Rp. 000 

Pasal .. . 

Rp. 173.638.220.894 

Rp. 10.000.000.000 

Rp. 163.638.220.894 
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Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daera 

b. Dana perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah yang sah 

Rp. 701.366.326.658 

Rp. 912.378.533.000 

Rp. 220.647.507.232 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) hurufa terdiri darijenis pendapatan: 

a. Pendapatan Pajak daerah 

b. Hasil Retribusi Daerah 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan 

d. Lain-lain Pendapatan 

Asli Dacrah 

Rp. 

Rp. 

12.776.697.636 

16.782.317.060 

RD. 139.259.311.962 

Rp. 532.548.000.000 

Yang Sah 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hurufb terdiri darijenis pendapatan: 

a. Dana Hasil Pajak/ Bagi Hasil 

Bukan Pajak 

b. Dana Alokasi Umum 

c. Dana Alokasi Khusus 

Rp. 131.420.440.000 

Rp. 643.891.037.000 

Rp. 137.067.056.000 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat(l) huruf c terdiri dari jenis 

pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah lainnya Rp. 148.749.691.232 

b. Pendapatan Hibah 

c. Dana darurat 

d. Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus 

Rp. 

Rp. 

38. 731.000.000 

000 

Rp. 33.166.816.000 

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah 

Daerah Lainnya Rp. 000 

Pasal .. . 
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Pasal 3 

(1) Belanja Daerah se-bagaimana di maksud dalam Pasal 1 

terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 

b. Belanja Langsung 

Rp. 813.606.475.984 

Rp. l.184.424.111.800 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a terdiri darijenis belanja: 

a. Belanja Pegawai Rp. 751.801.915.984 

b. Belanja Bunga Rp. 000 

c. Belanja Subsidi Rp. 000 

d. Belanja Hibah Rp. 48.374.824.000 

e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 8.016.338.784 

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada 

Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai 

Politik Rp. 913.397.216 

g. Belanja Tidak Terduga Rp. 4.500.000.000 

(3) Belanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai Rp. 118.664.547.828 

b. Belanja Barang Dan Jasa Rp. 621.607.861.959 

c. Belanja Modal Rp. 444.451.702.013 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

terdiri dari : 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

RD. 173.638.220.894 

Rp. 10.000.000.000 

(2) Penerimaan . . .  
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a 

terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp.173.638. 220.894 

b. Pencairan Dana Deposito Rp. 000 

c. Hasil Penjualan Kckayaan Daerah 

yang dipisahkan Rp. 000 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan 

Obligasi Daerah Rp. 000 

e. Penerimaan Kembali Pemberian 

Pinjaman Rp. 000 

f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 000 

g. Divestasi Dacrah Rp. 000 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb 

terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. 10.000.000.000 

b. Penyertaan Modal Rp. 000 

(Investasi) Daerah 

C. Pembayaran Cicilan Pokok Rp. 000 

Utang Yang Jatuh Tempo 

d. Pemberian Pinjaman Daerah 

dan Obligasi Daerah Rp. 000 

e. Investasi Jangka Pendek 

Dalam Deposito Rp. 000 

f. Pembayaran utang 

kepada Pihak Ketiga Rp. 000 

Pasal ... 
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Pasal5 

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai 

dengan pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Dacrah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 

Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

Daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Lainnya; 

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah 

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah 

(2) Lampiran . . .  
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(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerahini. 

Pasal 6 

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran 

anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan 

operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 

Pasal 7 

(1) Penyesuaaian APBD dengan perkembangan dan/atau 

perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan 

pemerintah dacrah dalam rangka penyusunan perkiraan 

perubahan atas APBD tahun anggaran yang 

bersangkutan, apabila terjadi : 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

kebijakan umum APBD; 

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 

pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar 

kegiatan, dan antar jenis belanja; 

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lcbih 

tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun 

berjalan; 

d. Keadaan darurat, dan 

e. Keadaan luarbiasa 

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan 

dalam rancangan perubahan APBD, dan apabila 

pengeluaan itu terjadi setelah APBD Perubahan 

ditetapkan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran; 

(3) Keadaan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) 

dapat terjadi apabila : 

a. Keadaan darurat; 

b. Keperluan mendesak. 

(4) Keadaan .. .  
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(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a sekurang-kurangnya mcmenuhi kriteria scbagai 

berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas 

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan 

scbclumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah 

daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signi:fikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 

keadaan darurat. 

(5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia 

anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. 

Apabila tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: 

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang 

capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 

dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau; 

b. Memanfaatkan uang kas yang terscdia. 

(6) Kriteria bclanja untuk keperluan mendesak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) mencakup : 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 

anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

pemerintah daerah dan masyarakat. 

(7) Termasuk dalam kriteria mendesak adalah kegiatan­ 

kegiatan yang dilaksanakan guna melaksanakan Program 

dan Kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

provinsi namun belum tersedia anggarannya dan 

pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan kegiatan 

dimaksud sebelum perubahan APBD maupun setelah 

perubahan APBD ditetapkan. 

Pasal .. .  
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Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Program dan 

Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas 

peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana 

Alam, OAK dan bantuan Keuangan yang bersifat khusus 

mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD. 

(2) Mekanisme mendahului penetapan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD sebagaimana disebut ayat (1), 

dilaksanakan dengan cara: 

a. SKPD Teknis pengelola program dan kegiatan 

menyampaikan permohonan sekaligus melaporkan 

tentang adanya program dan bantuan sebagaiamana 

tersebut pada ayat (1), dengan dilampiri RKA-SKPD 

atas Program dan Kegiatan dimaksud kepada Walikota 

Cilegon; 

b. Berdasarkan permohonan tersebut Walikota Cilegon 

memberitahukan kepada DPRD Kota Cilegon tentang 

adanya kegiatan dimaksud; 

c. Selanjutnya Walikota menetapkan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD; 

d. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut diatas maka 

RKA-SKPD disahkan menjadi DPA-SKPD sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan; 

e. Selanjutnya Peraturan Kepala Daerah ditampung 

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, 

atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD 

atau tidak melakukan perubahan APBD. 

Pasal ... 
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Pasal 9 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon. 

Ditetapkan di Cilegon 

pada tanggal 28 Desember 2018 

Plt. WALI KOTA CILEGON, 

ttd 

EDI ARIADI 
Diundangkan di Cilegon 

pada tanggal 28 Desember 2018 

S RAH KOTA CILEGON, 

YATI 

LEMBA AERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 12 


